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PUTUSAN

Nomor 1776/Pdt.G/2020/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Rumbai,  03  September  1983,  agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di,

Kota Pekanbaru No. Hp.   :  0852 6550 9283 sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 24 Januari 1979, agama Islam,

pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Dahulu  Di,  Kota

Pekanbaru  Sekarang  Tidak  Diketahui  Alamat  Yang

Pasti  Diseluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  dengan  Nomor

1776/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 November 2020,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  14  Februari  2004  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
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sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan  tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Rumbai,  Kota

Pekanbaru,  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  Nikah  No.  103/65/II/2004

tertanggal 14 Februari 2004;  

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman

bersama di Jalan Lembah Damai RT.04 RW.06 Kelurahan Lembah Damai,

Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru  ;  

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan  suami-isteri  dan  sudah  dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak  yang

masing-masing bernama: 

    - Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 di Pekanbaru;  

- Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2009 di Pekanbaru;

- Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juli 2013 di Pemalang;  

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah  tangga

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan   tahun 2014,  karena

sejak  saat  itu  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  sampai  dengan

sekarang selama 5 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh

wilayah  Republik  Indonesia  meskipun  Penggugat  telah  berupaya  mencari

keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap diketemukan oleh Penggugat;  

6. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak

mampu/miskin,  serta  membebaskan  dari  segala  biaya  yang  timbul  akibat

perkara  ini  secara  cuma-cuma  dan  membebankannya  kepada  Negara,

sesuai  dengan  surat  Keterangan  Tidak  Mampu  Nomor  776/SKTM/LD-

VIII/2020  yang  diterbitkan  oleh  Kelurahan  Lembah  Damai,  Kecamatan

Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru pada 12 Oktober 2020;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai Berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat) Terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;  

Subsider:

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang,  dan Tergugat  tidak  datang menghadap ke muka

sidang, meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita

Pengganti  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  yang   relaas  panggilannya  telah

dibacakan di persidangan,  dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena

suatu halangan yang sah;

Bahwa  sebelum  memeriksa  pokok  perkara,  Majelis  Hakim  terlebih

dahulu  memeriksa  permohonan  Penggugat  untuk  berperkara  secara  cuma-

cuma  (prodeo),  terhadap  permohonan  tersebut,  Majelis  Hakim  telah

mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1776/Pdt.G/2020/PA,Pbr tanggal 24 Maret

2021;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir

untuk  tidak  bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  103/65/II/2004  tertanggal  14

Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Rumbai, Kota Pekanbaru,  telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos
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serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu

diberi kode (P.1); 

Penggugat juga  mengajukan  dua  orang  saksi  telah  memberikan

keterangan  di  persidangan  dan  dibawah  sumpah,  pada  pokoknya  sebagai

berikut: 

Saksi I.

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  ayah

kandung Penggugat;

-   Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  menikah pada

bulan   Februari  2004  di  Kecamatan  Rumbai,  Kota  Pekanbaru,  setelah

menikah  tinggal  bersama  di rumah  kediaman  bersama  di  Jalan  Lembah

Damai RT.04 RW.06 Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir,

Kota Pekanbaru  ;  

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

-  Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun

dan  damai,  akan  tetapi  sejak  tahun  2014  dan  setelah  itu  Tergugat  telah

meninggalkan  Penggugat  sampai  dengan  sekarang  selama  6  tahun  dan

tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;  

- Bahwa   Penggugat  telah  berupaya  mencari  keberadaan  Tergugat  namun

Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat; 

Saksi II; 

-   Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar

Penggugat;

-  Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  menikah pada

bulan   Februari  2004  di  Kecamatan  Rumbai,  Kota  Pekanbaru,  setelah

menikah  tinggal  bersama  di rumah  kediaman  bersama  di  Jalan  Lembah

Damai RT.04 RW.06 Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir,

Kota Pekanbaru  ;  

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

-  Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun

dan  damai,  akan  tetapi  sejak  tahun  2014  dan  setelah  itu  Tergugat  telah
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meninggalkan  Penggugat  sampai  dengan  sekarang  selama  6  tahun  dan

tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;  

- Bahwa   Penggugat  telah  berupaya  mencari  keberadaan  Tergugat  namun

Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan,

dan mencukupkan pembuktiannya;

 Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1 (yang  telah memenuhi

persyaratan  formil  dan  materil  sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  di

bawah  ini),  terbukti  Penggugat mempunyai  legal  standing (berkualitas)

mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1, dihubungkan  dengan

ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di

antara Kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama adalah  memeriksa,  memutus

dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana

disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim

berpendapat  Pengadilan Agama  memiliki  kewenangan  secara  absolut

mengadili perkara ini;

             Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa awalnya rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun

2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang
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selama 6 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti  di  seluruh wilayah

Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan

Tergugat  namun  Tergugat  tetap  diketemukan  oleh  Penggugat.  Dengan

demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar

yang  didalilkan  Penggugat  tersebut,  atau  setidaknya  apakah  sudah  cukup

alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal  14 Februari  2004, relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan oleh Penggugat,  maka bukti  P.1 sebagai  akta otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  9  Mei  2014,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang

telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  duduk

perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan

Pasal  171,  Pasal  175,  Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg,  maka  kedua  saksi
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tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat  belum dikaruniai  anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis

sampai  pada  tahun  2014,  setelah  itu  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat sampai sekarang berjalan lebih kurang 6 tahun lamanya;

- Bahwa  selama  Tergugat  pergi  tidak  pernah  kembali  lagi  pada

Penggugat,  tidak  ada komunikasi  dan tidak  ada  memberi  nafkah  kepada

Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri,  telah  pisah  tempat  tinggal  yang

sudah berlangsung sekitar 6 tahun  lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk

kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan

Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  yang

tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan
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memberikan penderitaan batin baik bagi  Penggugat maupun Tergugat, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  alasan  yang  diajukan  Penggugat  adalah  Tergugat  meninggalkan

Penggugat 6 tahun lebih lamanya,  maka Majelis Hakim berpendapat  alasan

yang  diajukan  Penggugat  telah  sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah,  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim

berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa  karena  gugatan  Penggugat  telah  beralasan  dan

berdasar hukum  dan Tergugat  telah dipanggil  secara resmi dan patut tidak

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah  serta  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  disebabkan  alasan  yang

dibenarkan  undang-undang,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  berdasarkan

Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat  patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena  Penggugat  belum pernah bercerai dengan

Tergugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  Pengadilan

adalah talak ba’in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan  Penggugat

agar   Pengadilan  Agama  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugra  terhadap

Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal

49  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat

tidak  mampu  membayar  biaya  sesuai  dengan  Putusan  Sela  Nomor

1776/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa  sesuai  dengan  Pasal  872  RV  “Barang  siapa

menjadi Penggugat atau Tergugat dapat menunjukkan,  bahwa ia adalah miskin

atau tidak mampu untuk membayar biaya perkaranya, oleh hakim yang akan

mulai   memeriksa  perkaranya   atau  sedang memeriksa   perkaranya,  dapat

diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan biaya  dengan tarip

yang dikurangi”;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)   kepada

Penggugat (Penggugat);  

4.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu

tanggal 24 Maret  2021 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  10 Sya’ban 1442

Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis,          Drs.

H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I, dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari  itu juga, oleh Dr.  Hj.  Nurlen Afriza,  M.Ag.,  sebagai  Ketua Majelis,

dihadiri   Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I,  dan Dra. Zulhana, M.H. masing-
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masing  sebagai  Hakim  Anggota  dan  dibantu  Elpitria,  S.H.I.,  M.H.  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:        

1. Biaya pendaftaran Rp           0,00
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1. Biaya ATK Rp  60.000,00

2. Biaya panggilan Rp100.000,00

3. PNBP panggilan Penggugat Rp

0,00 

4. PNBP panggilan Tergugat Rp           0,00

5. Hak Redaksi Rp           0,00

6. Meterai Rp    6.000,00

Jumlah Rp166.000,00

   ( seratus enam puluh ribu rupiah ) 
 

                                                           Salinan sesuai dengan aslinya

                                                           Pekanbaru, 24 Maret 2021

                                                           Panitera

                                                          Hj. Nuraedah, S.Ag.
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